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BUPATI BANDUNG BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 

 
NOMOR  8 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 14 

TAHUN 2011 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI 
RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa sesuai kebijakan pemerintah pusat mengenai 

penyelesaian kerugian daerah yang dituangkan dalam 
ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan 

Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara atau Pejabat Lain yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa pengaturan mengenai tuntutan ganti 

kerugian daerah diatur dengan peraturan kepala daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan 

Barang Daerah. 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4688); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Repubik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Repubik Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 

Cata Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cata Penghapusan 

Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6119); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6523); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5934); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT 

dan 

BUPATI BANDUNG BARAT 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 14 TAHUN 

2011 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN 

TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH. 

Pasal 1  

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 14), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Barat. 

 

Ditetapkan di Bandung Barat 

pada tanggal 8 Agustus 2022 

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 
 

     HENGKI KURNIAWAN 

 

 

Diundangkan di Bandung Barat 

pada tanggal 8 Agustus 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

 
ttd. 

 

ASEP SODIKIN 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 8 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA 

BARAT(  8 / 89 / 2022  ) 

  



5 

PENJELASAN 

ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 

 

NOMOR 8 TAHUN 2022 
 

TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 14 

TAHUN 2011 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI 

RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH 

 
I. UMUM 

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tuntutan 

perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian daerah pada awalnya diatur 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang 

Daerah, yang juga menjadi landasan yuridis dari Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan 

Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. 

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 
Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap 

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menggantikan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997, terdapat ketentuan 

yang mengamanatkan agar pengaturan terkait tuntutan perbendaharaan dan 
tuntutan ganti kerugian daerah diatur dalam peraturan kepala daerah. 

Amanat ketentuan tersebut dinyatakan kembali dengan Surat Edaran 

Kementerian Dalam Negeri Nomor 951/4420/Keuda Hal Penyelesaian 
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tertanggal 26 Agustus 2019. 

Implikasi pasca berlakunya ketentuan tersebut, maka materi muatan 

tuntutan kerugian daerah yang semula diatur dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tuntutan 

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah 

harus mengalami pengalihan ke dalam bentuk peraturan Bupati. Berdasarkan 
hasil evaluasi dan analisis serta dalam rangka tertib administrasi produk 

hukum daerah, dikarenakan peraturan daerah ini secara de jure dan de facto 
sudah tidak memiliki kekuatan hukum, maka perlu dicabut dengan peraturan 

daerah tersendiri.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 8 

 


